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Abstract 
This study aims to identify and analyze; (1) the effect of policy implementation of teacher 
certification simultaneously on the performance of high school teachers in Donggala; (2) the effect 
of policy implementation of teacher certification partially on the performance of a high school 
teacher in Kabupatenh Donggala. The theory used in the variable policy implementation 
certification (X) is the theory of George Edward III who explains that there are four (4) dimensions 
in policies teacher certification, these dimensions are (1) communication, (2) resources, (3) 
disposition, and (4) a bureaucratic structure. While the variable performance of teachers (Y) using 
the theory of TR Mitchell stating that there are five (5) dimensions to measure teacher 
performance, namely (1) the quality of work, (2) timeliness, (3) initiatives, (4) ability and (5) 
communication. Data were analyzed using multiple linear regression. The results showed; (1) the 
magnitude of the effect of policy implementation of teacher certification simultaneously on the 
performance of high school teachers in Donggala simultaneously (together) is determined by the 
communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Great influence policy 
implementation certification of teachers on teacher performance is 63.2% with the level of 
relations between the implement teacher certification policies with teacher performance is "strong" 
means that if the policy increases, aka meningkatkankinerja teacher; (2) the effect of policy 
implementation of teacher certification simultaneously on the performance of high school teachers 
in Donggala is partially determined by the communication, resources, disposition and bureaucratic 
structure. The results of statistical analysis showed that description; (1) the policy variable 
dimensions disposition teacher certification obtained the highest cumulative percentage, while the 
dimensions of the bureaucratic structure obtain the lowest cumulative percentage; (2) on teacher 
performance variable dimensions of quality of work obtaining the highest cumulative percentage, 
while the dimensions of timeliness obtain the lowest cumulative percentage. 
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Kualitas pelayanan publik yang prima 
sangat ditentukan oleh perangkat birokrasi 
ditingkat operasional. Institusi birokrasi pada 
jenjang ini dituntut untuk memiliki 
kemampuan dan keterampilan terutama 
menyangkut pelayanan dibidang pendidikan, 
kesehatan, pelayanan sosial, keamanan dan 
ketertiban.  
Di era globalisasi saat ini, Indonesia 
harus mampu meningkatkan mutu 
pendidikannya agar tidak kalah bersaing 
dengan negara-negara lain. Negara kita 
membutuhkan orang-orang kreatif, inovatif, 
dan juga produktif. Hal tersebut dapat 
diwujudkan jika kita mempunyai tenaga 
pendidik yang profesional dan mampu 
mencetak generasi bangsa yang bertakwa 
kepada Yuhan Yang Maha Esa, unggul dalam 
ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki 
insan yang cerdas berjiwa estetis, etis, 
berkepribadian dan berbudi pekerti luhur. 
Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa masa 
depan masyarakat, bangsa dan negara sebagian 
besar  ditentukan oleh guru. 
Peranan guru sangat menentukan dalam 
usaha peningkatan mutu pendidikan formal. 
Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran 
dituntut untuk mampu menyelenggarakan 
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proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, 
dalam kerangka pembangunan pendidikan. 
Guru mempunyai fungsi dan peran yang 
sangat strategis dalam pembangunan bidang 
pendidikan, dan oleh karena itu perlu 
dikembangkan sebagai profesi yang 
bermartabat.  
Kinerja atau (performance) menurut 
LAN yang dikutip oleh Mulyasa (2004:136) 
adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 
pencapaian kerja atau unjuk kerja, hasil yang 
dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-
tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 
kesungguhan serta waktu dengan output yang 
dihasilkan tercermin baik untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional. Menurut 
Mangkunegaran (2000:67). 
Kinerja dapat dikatakan sebagai hasil 
kerja dari kerja seseorang, karena mempunyai 
kemampuan untuk melakukan secara moral. 
Kinerja guru yang baik tidak terlepas dari 
seseorang guru yang profesional. Guru yang 
profesional adalah guru yang mampu 
melaksanakan tugas seorang guru dengan baik 
dan dapat mengelola sumber daya pendidikan 
yang tersedia dan mengkoordinasikannya 
untuk keberhasilan pendidikan. 
Seorang guru dikatakan berkualitas 
apabila memiliki kualitas kerja atau kinerja 
yang baik. Namun permasalahan mengenai 
kinerja guru sering terjadi karena faktor-faktor 
tertentu, salah satunya karena faktor ekonomi. 
Sahertian (2008:152) menjelaskan bahwa 
kebanyakan kondisi kinerja guru terganggu 
dikarenakan gaji yang tidak cukup sehingga 
guru harus bekerja di luar sekolah untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangganya, 
akhirnya berimplikasi pada kurangnya 
tanggung jawab guru di sekolah. 
Salah satu penyebab rendahnya mutu 
pendidikan di Indonesia adalah komponen 
mutu guru. Rendahnya profesional guru di 
Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru 
mengajar. Menurut Balitbang Depdiknas tahun 
2003, guru-guru  yang layak mengajar untuk 
tingkat SD negeri 21,07%, dan swasta 28,94%, 
guru SMP Negeri 54,12% dan Swasta 60,99%; 
guru SMA Negeri 65,29% dan Swasta 
64,73%: guru SMK Negeri 55,49% dan swasta 
58,26%. (http://edukasi. kompasiana.com). 
Dewasa ini bangsa Indonesia sedang 
dihadapkan pada fenomena yang sangat 
memprihatinkan, yakni rendahnya daya saing 
sebagai indikator bahwa pendidikan belum 
menghasilkan sumber daya manusia (SDM) 
berkualitas. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi 
Guru (UKG) Tahun 2015 yang dilaksanakan 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia melalui Lembaga 
Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Tengah bahwa Kabupaten Donggala berada 
pada rengking 12 dari 13 Kabupaten Kota 
yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. 
Diantara komponen di atas, guru sebagai 
tenaga pendidik merupakan komponen yang 
paling menentukan dalam sistem pendidikan 
secara keseluruhan, yang harus mendapat 
perhatian sentral, pertama dan utama.  
Dalam upaya mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional, khususnya dibidang 
pendidikan, guru mempunyai peran utama 
yang sangat strategis yaitu  mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah serta tugas tambahan 
yang relevan dengan fungsi sekolah.  
Salah satu cara yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mengatasi permasalahan 
rendahnya kualitas guru adalah 
mengembangkan standar kompetensi dan 
sertifikasi guru, antara lain dengan 
disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 
2005 tentang guru dan dosen dengan tujuan 
kinerja guru akan meningkat dan pada 
gilirannya mutu pendidikan nasional akan 
meningkat pula. 
Sertifikasi guru merupakan suatu proses 
pemberian sertifikat pendidik kepada guru 
yang telah memenuhi standar kualifikasi 
akademik dan kompetensi guru. Hal ini 
mengacu pada Undang-Undang Republik 




Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 
Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru 
dalam Jabatan (Djali, 2009), serta Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 
62 Tahun 2013 tentang sertifikasi Guru dalam 
Jabatan dalam Rangka Penataan dan 
Pemerataan Guru. 
Di Kabupaten Donggala guru yang 
sudah tersertifikasi  ada  1.891 guru yang 
tersebar di 16 Kecamatan yang ada, dan  telah 
dilaksanakan pembinaan baik melalui KKG, 
Diklat, Seminar, Workshop, dll, namun 
kesannya hasil kinerja guru belum 
memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari data 
pencapaian kompetensi lulusan Nasional pada 
Tahun 2016 masih banyak siswa yang 
memperoleh nilai dalam kategori baik, cukup 
dan kurang, harapannya semua lulusan 
mendapat kategori sangat baik sehingga bisa 
dikatakan bahwa kinerja guru semakin 
membaik. Hal ini, mungkin disebabkan 
kualitas guru yang sangat rendah, kurangnya 
motivasi guru, sarana dan prasarana yang 
kurang mendukung, sumber belajar yang 
sangat minim, metode dan strategi 
pembelajaran yang kurang tepat, rendahnya 
kemampuan guru dalam penguasaan 
kurikulum maupun materi pembelajaran, 
minimnya dana penunjang kegiatan 
pendidikan yang tersedia, dan mungkin faktor 
lingkungan masyarakat yang kurang kondusif. 
Berdasarkan pengamatan penulis di 
lingkungan Sekolah yang ada di   Kabupaten 
Donggala masih ditemukan guru mengajar 
tidak memiliki persiapan mengajar, mengajar 
tanpa alat peraga, metode pembelajaran yang 
digunakan lebih banyak metode ceramah 
sehingga siswa kurang aktif, masih banyak 
guru bekerja sampingan di luar sekolah, masih 
banyak guru yang belum mengikuti pelatihan-
pelatihan dalam mengembangkan kemampuan 
dan keterampilan mengajar, masih banyak 
guru yang datang terlambat, bahkan masih 
banyak guru yang tidak masuk mengajar tanpa 
ada informasi ke pihak sekolah..  
Dari uraian hasil pengamatan dilapangan 
menunjukkan adanya asumsi dengan 
kecenderungan bahwa para pelaku kebijakan 
sertifikasi guru dalam mengimplementasikan 
kebijakan belum sesuai dengan ketentuan-
ketentuan, prosedur/mekanisme, strategi 
maupun pendekatan pelaksanaan program 
kegiatan. Diduga bahwa terdapat hal-hal yang 
menjadi penghambat dalam pelaksanaan 
kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 
Donggala. 
Edwar III dalam nawawi (2009:138) 
menjelaskan 4 (empat) faktor yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan publik 
sebagai berikut: 
1. Komunikasi 
Implementasi kebijakan mengisayaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang 
harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan 
dan sasaran harus ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran sehingga akan 
mengurangi distorsi implementasi.  
2. Sumber daya 
Setiap kebijakan harus didukung oleh 
sumber daya yang memadai, baik sumber 
daya manusia maupuun sumberdaya 
finnsial. Sumber daya manusia adalah 
kecukupan baik kualitas maupun kuantitas 
implementor yang dapat melingkupi 
seluruh kelompok sasaran. Sumber daya 
financial adalah kecukupan modal investasi 
atas sebuah program/kebijakan yang harus 
diperhatikan.  
3. Disposisi  
Disposisi adalah karateristik yang 
menempel erat kepada implementor 
kebijakan/program. Karakter yang penting 
dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, 
komitmen dan demokratis.Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik 
maka dia akan dapat menjalankan kebijakan 
dengan baik seperti apa yang diinginkan 
oleh pembuat kebijakan.  
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4. Struktur Birokrasi 
Menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi 
penting dalam implementasi kebijakan. 
Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua 
hal penting pertama adalah mekanisme, dan 
struktur organisasi pelaksana sendiri. 
Mekanisme implementasi program biasanya 
sudah ditetapkan melalui standard 
operating procedur (SOP) yang 
dicantumkan dalam guideline program/ 
kebijakan. Sedangkan struktur orgnisasi 
pelaksana pun sejauh mungkin menghindar 





Jenis penelitian ini adalah penelitian 
menggunakan desain penelitian ekspalanasi 
(Level Of Eksplanation). 
 
Lokasi Penelitian 
Lokasi dari penelitian ini adalah Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Donggala 
khusunya Sekolah Menengah Atas di 
Kabupaten Dongala serta Guru SMA yang 




Responden dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang. 
 
Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu 
data primer dan data sekunder. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dari penelitian 
ini yaitu pengamatan awal (observasi), angket 
(quisioner) dan dokumentasi. 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis dari penelitian ini yaitu 
analisis statistik deskriptif dan analisi 
kuantitatif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan hasil olahan data maka 
diperolah nilai: 
Y = 22,250 + 0,151X1 + 1,213X2 + 2,603X3 + 
1,268 X4 
Persamaan regresi di atas dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Kontanta sebesar 22,250 artinya jika 
variabel kebijakan (X) nilainya adalah 0, 
maka kinerja guru (Y) nilaianya adalah 
22,250. 
2) Koefisien regresi komunikasi (X1) sebesar 
0,151 artinya jika komunikasi mengalami 
kenaikan satu satuan, maka kinerja guru (Y) 
akan mengalami peningkatan sebesar 0,151. 
Koefisien bernilai positif artinya terjadi 
hubungan positif antara komunikasi dengan 
kinerja guru. Semakin baik komunikasi 
maka akan semakin meningkat kinerja guru. 
3) Koefisien regresi sumber daya (X2) sebesar 
1,213 artinya jika sumber daya mengalami 
kenaikan satu satuan, maka kinerja guru (Y) 
akan mengalami peningkatan sebesar 1,213. 
Koefisien bernilai positif artinya terjadi 
hubungan positif antara sumber daya 
dengan kinerja guru. Semakin tinggi 
sumber daya maka akan semakin meningkat 
kinerja guru. 
4) Koefisien regresi disposisi (X3) sebesar 
2,603 artinya jika disposisi mengalami 
kenaikan satu satuan, maka kinerja guru (Y) 
akan mengalami peningkatan sebesar 2,603. 
Koefisien bernilai positif artinya terjadi 
hubungan positif antara disposisi dengan 
kinerja guru. Semakin baik disposisi maka 
akan semakin meningkat kinerja guru. 
5) Koefisien regresi struktur birokrasi (X4) 
sebesar 1,268 artinya jika struktur birokrasi 
mengalami kenaikan satu satuan, maka 
kinerja guru (Y) akan mengalami 
peningkatan sebesar 1,268. Koefisien 
bernilai positif artinya terjadi hubungan 
positif antara struktur birokrasi dengan 
kinerja guru. Semakin baik struktur 
birokrasi maka akan semakin meningkat 
kinerja guru. 




a. Uji F (Simultan) 
Hasil menunjukkan bahwa nilai R square 
sebesar 0,632 (63,2%). Nilai tersebut 
memberikan penjelasan bahwa kemampuan 
variabel independen untuk berkontribusi 
terhadap variabel dependen adalah sebesar 
63,2% dan sisanya 36,8% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak masuk dalam 
penelitian ini. Adapun hasil perhitungan 
dengan menggunakan rumus koefisien 
determinasi (KP) = r
2
 x 100% (0,795
2
 x 100 = 
63,2 %). Tingkat hubungan diantara variabel 
independen (X) dengan variabel dependen (Y) 
dapat dilihat dari nilai R yaitu 0,795 atau 
berada pada interval 0,60-0,799 yang berarti 
terdapat hubungan yang “kuat”. Artinya jika 
kebijakan meningkat, maka akan 
meningkatkan  kinerja guru. 
 
b. Uji t (Parsial) 
1) Komunikasi (X1) 
Hasil pengujian regresi linear berganda 
menunjukkan nilai t hitung variabel 
komunikasi sebesar 0,303. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa nilai t hitung (0,303) 
lebih besar dari nilai t tabel (-1,645) maka 
dapat disimpulkan bahwa “besarnya 
pengaruh kebijakan secara parsial terhadap 
kinerja guru SMA di Kabupaten Donggala 
ditentukan oleh komunikasi”.  
2) Sumber Daya (X2) 
Hasil pengujian regresi linear berganda 
menunjukkan nilai t hitung variabel 
komunikasi sebesar 2,961. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa nilai t hitung (2,961) 
lebih besar dari nilai t tabel (-1,645) maka 
dapat disimpulkan bahwa “besarnya 
pengaruh kebijakan secara parsial terhadap 
kinerja guru SMA di Kabupaten Donggala 
ditentukan oleh sumber daya”. 
3) Disposisi (X3) 
Hasil pengujian regresi linear berganda 
menunjukkan nilai t hitung variabel 
komunikasi sebesar 4,696. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa nilai t hitung (4,696) 
lebih besar dari nilai t tabel (-1,645) maka 
dapat disimpulkan bahwa “besarnya 
pengaruh kebijakan secara parsial terhadap 
kinerja guru SMA di Kabupaten Donggala 
ditentukan oleh disposisi”. 
4) Struktur Birokrasi (X5) 
Hasil pengujian regresi linear berganda 
menunjukkan nilai t hitung variabel 
komunikasi sebesar 2,686 Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa nilai t hitung (2,686) 
lebih besar dari nilai t tabel (-1,645) maka 
dapat disimpulkan bahwa “besarnya 
pengaruh kebijakan secara parsial terhadap 
kinerja guru SMA di Kabupaten Donggala 
ditentukan oleh struktur birokrasi”. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 
hasil bahwa terdapat pengaruh kebijakan 
sertifikasi guru terhadap kinerja guru SMA di 
Kabupaten Donggala. Temuan dalam 
penelitian ini juga sekaligus menolak Ho yang 
menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 
kebijakan sertifikasi guru terhadap kinerja 
guru SMA di Kabupaten Donggala. Hasil uji F 
secara simultan (serempak) menerangkan 
bahwa variabel kebijakan sertifikasi guru 
memberikan kontribusi sebesar 63,2% dalam 
mempengaruhi variabel kinerja guru SMA di 
Kabupaten Donggala. Nilai kontribusi yang 
cukup besar ini didukung pula oleh nilai 
tingkat hubungan yang kuat antara variabel 
kebijakan sertifikasi guru dan kinerja guru 
yakni sebesar 0,795. Hal ini memberikan 
keterangan bahwa jika kebijakan sertifikasi 
guru meningkat, maka akan meningkatkan 
kinerja guru. 
Dimensi komunikasi yang didalamnya 
menyangkut strategi, konsistensi dan kejelasan 
isi memberikan pengaruh pada kinerja guru, 
dimana perolehan secara komulatif pada 
starategi pengolahan kebiajakan sertifikasi 
sebesar 74,55%, konsisten pelaksanaan 
kebijakan sertifikasi sebesar 74,65% dan 
Kejelasan isi kebijakan sertifikasi sebesar 
74,37%, dengan demikian dalam prakteknya 
strategi pembuat kebijakan telah 
mentransformasikan dengan baik kebiajakan 
sertifikasi kepada para pelaksana kebijakan, 
sehingga para pelaksana kebijakan dapat 
melaksanakan tugasnya dengan penuh 
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tanggungjawab. Demikian pula dengan 
konsistensi pelaksanaan kebijakan sertifikasi 
yang sudah baik, hal ini disebabkan oleh 
perintah penentu kebijakan yang sudah 
konsisten. Jika perintah bertentangan dengan 
kebijakan yang dibuat akan menyulitkan para 
pelaksana kebijakan untuk dapat 
melaksanakan tuganya dengan baik.  
Dimensi sumber daya yang didalamnya 
berisi tentang sumber daya staf, pelayanan 
informasi kebijakan sertifikasi, repson 
pelaksana kebijakan, serta manfaat fasilitas 
kebijakan sertifikasi turut memberikan 
pengaruh terhadap kinerja guru, dimana 
perolehan secara akumulatif pada sumber daya 
(Pengelola Staf) sebesar 70,56%, pelayanan 
informasi kebijakan sertifikasi sebesar 65,07, 
Respon Pelaksana Kebiajakan Sertifikasi 
sebesar 76,20% dan manfaat fasilitas sebesar 
76,34%, meskipun dimensi sumber daya  
merupakan dimensi yang memiliki persentase 
skor kumulatif terendah dibandingkan dimensi 
yang lain, hal ini disebabkan oleh kurangnya 
staf pelaksana kebijakan sertifikasi yang 
memiliki keahlian yang memadai, akan tetapi 
pelaksanaan kebijakan sertifikasi, fasilitas 
yang tersedia sudah memadai sehingga dapat 
dirasakan manfaatnya oleh para guru. 
Selain itu dimensi yang tidak kalah 
penting dan memperoleh persentase skor 
kumulatif tertinggi yang dipilih responden 
adalah dimensi disposisi sebab dalam 
pelaksanaannya indikator-indikator dalam 
dimensi ini sudah terlaksana dengan baik. 
Adapun dimensi disposisi dibangun oleh 
indikator sikap transparansi pelaku kebijakan 
sertifikasi, tingkat kepatuhan pelaksana 
kebijakan, dan pemungutan biaya oleh 
pengelola kebijakan sertifikasi juga sangat 
mempengaruhi kinerja guru. Selanjutnya 
dimensi struktur birokrasi yang terdiri dari 
indikator struktur organisasi pelaksana 
kebijakan sertifikasi, tupoksi pelaksana 
kebijakan sertifikasi, koordinasi penilaian 
hingga pencairan TPG serta kelengkapan SOP 
kebijakan sertifikasi juga memberikan 
pengaruh terhadap kinerja guru.  
Hasil ini menegaskan bahwa secara 
serempak semua dimensi dalam variabel 
kebijakan sertifikasi guru baik dimensi 
komunikasi, sumber daya, disposisi dan 
struktur birokrasi memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja guru SMA di 
Kabupaten Donggala.  
Berdasarka hasil penelitian, diperoleh 
hasil bahwa terdapat pengaruh komunikasi 
terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten 
Donggala. Temuan dalam penelitian ini juga 
sekaligus menolak Ho yang menyatakan 
bahwa tidak terdapat pengaruh komunikasi 
terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten 
Donggala. Hasil uji t menyatakan bahwa 
besarnya pengaruh kebijakan sertifikasi guru 
secara parsial terhadap kinerja guru SMA di 
Kabupaten Donggala ditentukan oleh 
komunikasi. Ini berarti bahwa komunikasi 
merupakan unsur penting dalam implementasi 
suatu kebijakan. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Nawawi (2009:136-138) yang 
menjelaskan bahwa persyaratan pertama 
supaya implementasi kebijakan dapat 
berfungsi efektif adalah mengetahui apa yang 
harus dilakukan, yakni dengan cara 
mengkomunikasikannya dengan komunikasi 
yang akurat dan harus harus dipahami oleh 
para pelaksanannya.  
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa komunikasi pelaksana 
kebijakan sertifikasi guru memiliki kekuatan 
untuk mempengaruhi kinerja guru. Dengan 
demikian, dugaan yang menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh komunikasi secara parsial 
yang positif dan signifikan terhadap kinerja 
guru di Kabupaten Donggala terbukti dalam 
penelitian ini. 
Sesuai dengan hasil penelitian, diperoleh 
hasil bahwa terdapat pengaruh sumber daya 
terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten 
Donggala. Temuan dalam penelitian ini juga 
sekaligus menolak Ho yang menyatakan 
bahwa tidak terdapat pengaruh sumber daya 
terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten 
Donggala. Hasil uji t menyatakan bahwa 
besarnya pengaruh kebijakan sertifikasi guru 




secara parsial terhadap kinerja guru SMA di 
Kabupaten Donggala ditentukan oleh sumber 
daya. Ini berarti bahwa sumber daya 
merupakan unsur yang tidak kalah penting 
dibandingkan komunikasi dalam implementasi 
suatu kebijakan.  
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa sumber daya pelaksana 
kebijakan sertifikasi guru memiliki kekuatan 
untuk mempengaruhi kinerja guru. Dengan 
demikian, dugaan yang menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh sumber daya secara  parsial 
yang positif dan signifikan terhadap kinerja 
guru di Kabupaten Donggala terbukti dalam 
penelitian ini. 
Sesuai dengan hasil penelitian, diperoleh 
hasil bahwa terdapat pengaruh disposisi 
terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten 
Donggala. Temuan dalam penelitian ini juga 
sekaligus menolak Ho yang menyatakan 
bahwa tidak terdapat pengaruh disposisi 
terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten 
Donggala. Hasil uji t menyatakan bahwa 
besarnya pengaruh kebijakan sertifikasi guru 
secara parsial terhadap kinerja guru SMA di 
Kabupaten Donggala ditentukan oleh 
disposisi. Ini berarti bahwa disposisi 
merupakan unsur yang penting dalam 
implementasi suatu kebijakan. George Edward 
III ( Subarsono, 2005:90) menjelaskan bahwa 
disposisi diartikan sebagai sikap  dan 
karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 
seperti komitmen, kejujuran, keinginan, dan 
kecenderungan para pelaku kebijakan untuk 
melaksanakan kebijakan dengan sungguh-
sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan 
kebijakan dapat tercapai. Definisi disposisi 
tersebut memberikan penjelasan bahwa 
disposisi sangat mempengaruhi implementasi 
kebijakan sertifikasi guru. 
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa unsur disposisi dalam 
kebijakan sertifikasi guru memiliki kekuatan 
untuk mempengaruhi kinerja guru. Dengan 
demikian, dugaan yang menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh disposisi secara parsial yang 
positif dan signifikan terhadap kinerja guru di 
Kabupaten Donggala terbukti dalam penelitian 
ini. 
Sesuai dengan hasil penelitian, diperoleh 
hasil bahwa terdapat pengaruh struktur 
birokrasi terhadap kinerja guru SMA di 
Kabupaten Donggala. Temuan dalam 
penelitian ini juga sekaligus menolak Ho yang 
menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 
struktur birokrasi terhadap kinerja guru SMA 
di Kabupaten Donggala. Hasil uji t 
menyatakan bahwa besarnya pengaruh 
kebijakan sertifikasi guru secara parsial 
terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten 
Donggala ditentukan oleh struktur birokrasi. 
Ini berarti bahwa struktur birokrasi merupakan 
unsur yang penting dalam implementasi suatu 
kebijakan. George Edward III (Subarsono, 
2005:90) menjelaskan bahwa meskipun 
sumber-sumber untuk mengimplementasikan 
suatu  kebijakan cukup dan para pelaksana 
mengetahui apa serta bagaimana cara 
melakukannya, namun implementasi kebijakan 
belum efektif bila terjadi ketidakefesiensinya 
struktur birokrasi. Adapun hal-hal penting 
dalam struktur birokrasi antara lain struktur 
organisasi, pembagian kerja, koordinasi serta 
Standar Operasional Prosedur (SOP). Keempat 
hal tersebut merupakan unsur pembentuk 
struktur birokrasi yang memberikan pengaruh 
terhadap kinerja guru. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Implementasi kebijakan sertifikasi guru 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten 
Donggala, dengan hasil Uji F menerangkan 
bahwa variabel kebijakan sertifikasi guru 
memberikan konstribusi sebesar 63,2% dalam 
mempengaruhi variabel kinerja guru dan 
didukung oleh nilai tingkat hubungan yang 
kuat antara variabel kebijakan sertifikasi guru 
dengan kinerja guru yakni sebesar 0,795. 
Dimensi Komunikasi, sumber daya, 
disposisi dan struktur birokrasi masing-masing 
secara parsial  berpengaruh signifikan terhadap 
54 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 11, November 2017 hlm 47-54                  ISSN: 2302-2019 
 
kinerja guru SMA di Kabupaten Donggala, 
dengan hasil uji t menerangkan bahwa Nilai t 
hitung lebih besar dari nilai t tabel yakni pada 
dimensi komunikasi adalah 0.303, Sumber 
daya sebesar 2,961, Disposisi sebesar 4,696 
dan Struktur birokrasi sebesar 2,686. 
 
Rekomendasi 
Sangat perlu memperhatikan serta 
meningkatkan kualitas pengelola/pelaksana 
kebijakan sertifikasi guru dalam hal 
komunikasi, sumber daya, disposisi dan 
struktur birokrasi melalui berbagai macam 
Pelatihan mengingat pengaruh positif yang 
ditimbulkannya terhadap kinerja guru. 
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